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Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah 
implementasi pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tentang Pinjaman Daerah 
terkait pinjaman daerah Di Kabupaten Bojonegoro . Hal ini dilatar belakangi 
karena pada tahun 2008 Kabupaten Bojonegoro telah melakukan pinjaman daerah 
guna menutup defisit. Disinilah penulis meneliti bagaimana prosedur yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan secara konsisten telah dipenuhi dalam  
praktek oleh pejabat administrasi terkait. Mulai  tahapan pemenuhan kewajiban 
pembayaran baik pokok maupun bunga pinjaman, khususnya terkait dengan masa 
jabatan bupati.  
 
 Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah 
bagaimana implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tentang 
Pinjaman Daerah terkait proses dan prosedur pinjaman daerah yang dilakukan 
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan bagaimana bentuk konkrit perikatan 
dalam pinjaman daerah. Kemudian bagaimana pengelolaan pinjaman daerah yang 
dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro serta bagaimana pula tahapan 
pemenuhan kewajiban pembayaran baik pokok maupun bunga pinjaman, 
khususnya terkait dengan batasan masa jabatan bupati. 
 
Skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode 
pendekatan yuridis sosiologis. Yang melakukan penelitian di Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan 
Daerah (BPKKD) Kabupaten Bojonegoro . Populasi  yang diambil adalah Kepala 
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Bupati Kabupaten 
Bojonegoro dan beberapa staf di instansi pemerintahan daerah dan sampel atas 
penelitian ini dilakukan berdasarkan teknik non random yaitu dengan sampel 
bertujuan. Dimana penulis memilih subjek-subjek dari anggota populasi yang 
mengetahui masalah yang dikaji. Dan beberapa responden yang akan menjawab 
berbagai pertanyaan penulis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
wawancara, studi kepustakaan dan observasi secara langsung untuk mendapatkan 
data yang dikaji penulis. Teknik analisis data penulis menggunakan data primer 
yang dianalisis dan menggunakan metode yuridis sosiologi untuk pendekatan 
yang bertujuan untuk melakukan analisa dan mendeskripsikan  
 
 Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas 
permasalahan bahwa Prosedur Pinjaman jangka menengah diatur dalam pasal 19 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005. Proses pinjaman jangka menengah 
yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bojonegoro diawali dengan Bupati 
mengajukan permohonan persetujuan melampui batas maksimal defisit APBD 
tahun 2008 kepada Menteri Keuangan kemudian Bupati mengajukan Persetujuan 
Pengajuan Pinjaman kepada DPRD. Setelah DPRD memberikan persetujuan, 
Bupati mengajukan kepada Menteri Dalam Negeri perihal Permohonan 
Pertimbangan Atas Rencana Pinjaman Jangka Menengah dengan melampirkan 
Kerangka acuan proyek, Ringkasan Perubahan APBD Tahun 2008. Perhitungan 
DSCR, Rencana keuangan dan Persetujuan DPRD.  
Bentuk konkrit perikatan dalam Pinjaman daerah yaitu dibuatnya  Perjanjian 
Kredit secara Notariel antara Bupati Bojonegoro (selaku Pihak Pertama/Debitur) 
dengan Bank Jatim(selaku Pihak Kedua/Kreditur) sebagaimana tertuang dalam 
Perjanjian Kredit nomor : 195/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008. Pengelolaan 
Pinjaman Daerah menggunakan sistem Kredit Modal kerja dalam bentuk angsuran 
Tahapan pemenuhan kewajiban pembayaran pinjaman pokok dan bunga terkait 
masa jabatan Bupati dimulai pada tahun anggaran 2009 dan berakhir pada tahun 
anggaran 2012. 
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In this thesis, the author discusses about the implementation of government 
regulations No 19 year 2005 on the local loan related local loan in Regency of 
Bojonegoro. The background of this case is because Bojonegoro has made a local 
borrowing in 2008 to cover the deficit. In this part, the author examines how the 
procedure set out in the legislation has consistently been fulfilled in practice by 
the relevant administration officials, which is begun by fulfillment of payment 
obligation on both principal and interest of the loan, particularly related to the 
term of Regent. 
According to the background, this thesis raised the formulation of problem 
on how the implementation of government regulation no 19 year 2005 on the 
local loan related processes and procedures of the local borrowing by Bojonegoro 
Government and what the form of concrete engagement in local borrowing is. 
Then, how the local borrowing This thesis uses empirical juridical methods with 
sociological juridical approach by conducting a research in Local Revenue Office 
of Bojonegoro and Board of Local Wealth and Finance Management (BPKKD) in 
Bojonegoro. Populations taken are Head of Local Revenue Office in Bojonegoro, 
Head of Local Finance and Wealth Management in Bojonegoro, Regent of 
Bojonegoro and some of staffs in the government office over the studied area 
and the sample taken is non random sample, namely purposive sample, by which 
the author chose the samples from members of the populations who know about 
the studied issues. And some respondents who will answer questions of the 
author . Data collection techniques used is interview technique, study of 
literature, and direct observations to obtain data to examine. The author uses 
data analysis techniques of primary data analysis and uses the sociological and 
juridical methods for approaches aimed to analyze and describe From the results 
of research with the above method, the authors obtained answers to the 
problems that medium-term loan procedure is set out in Article 19 of Government 
Regulation No. 54 Year 2005 .  
The process of medium-term loans performed by the government of 
Bojonegoro is begun by the Regent application of approval on exceeded 
maximum limit of budget deficit in 2008 to the Minister of Finance, then the 
Regent filed Loan Approval submission to Parliament. After Parliament approves, 
the Regents propose to the Minister of Domestic affair concerning Application of 
Considerations over the Medium Term Loan Plan by attaching the project Term of 
Reference, Summary of the local budget changes of 2008, DSCR calculation, 
financial plan, and Parliament approval.  
Concrete form of the engagement in the local loan is the making of Notarized 
Credit Agreement between Bojonegoro Regent (as the First Party / Debtor) with 
Bank of East Java (as the Second Party / Creditor) as set forth in the Credit 
Agreement number: 195/XII/2008 dated December 23, 2008. Regional Loan 
Management system uses the capital loan in form of installments. Stages of the 
obligation fulfillment to pay principal and interest of the loan related to the term 
of office of the Regent is begun in fiscal year of 2009 and ended in fiscal year 
2012. 
 
Keyword :local loan, medium-term loans, procedure 
  
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Penyelenggaraan otonomi daerah yang dimulai sejak berlakunya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian 
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan besar dalam pengelolaan 
keuangan daerah. .
1
Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan  masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan 
perundangan-undangan.  Pada era Reformasi atau sejak berlakunya otonomi 
daerah, dimungkinkan daerah menetapkan kemungkinan terjadinya surplus 
atau defisit anggaran.
2
 Defisit atau surplus merupakan selisih antara 
penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut 
defisit, sebaliknya penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus. 
Disinilah dibukanya peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan 
pinjaman daerah guna menutup defisit anggaran apabila memang benar-benar 
dibutuhkan . Peraturan pelaksanaan yang mengatur pinjaman daerah baru 
diatur secara lengkap sejak berlakunya paket undang-undang otonomi daerah 
tersebut yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Misi utama kedua 
Undang-Undang tersebut adalah desentralisasi. 
 Pengaturan mengenai pinjaman daerah yang lebih lengkap dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentunya tidak terlepas dari pengaruh 2 (dua) 
undang-undang penting yang ditetapkan lebih dulu dan dimasukkan pula 
dalam konsiderans “mengingat” dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara, dimana sejak ditetapkannya undang-undang tersebut, maka 
pengelolaan keuangan negara (termasuk keuangan daerah sesuai Pasal 2 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003) harus memenuhi kaidah-kaidah 
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 Diana Halim Koentjoro, Hukum Administarsi Negara, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm 33 
2
 Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 82 
hukum administrasi Negara (konsiderans Menimbang huruf c Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004).  
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
hanya menetapkan ketentuan yang memberikan peluang kepada pemerintah 
daerah untuk melakukan pinjaman guna membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan dan beberapa ketentuan pokok yang akan diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah. Sementara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah mengatur lebih detail mulai batasan pinjaman, sumber 
pinjaman, jenis dan jangka waktu pinjaman, penggunaan pinjaman, 
persyaratan pinjaman dan pelaporan pinjaman.  
 Dari data Kementerian Dalam Negeri antara Tahun 2006 sampai dengan 
Tahun 2013, jumlah daerah yang melakukan pinjaman daerah adalah 
sebanyak 27 daerah yang terdiri 1 daerah propinsi, 25 kabupaten dan 1 kota.
3
 
Salah satu daerah diantaranya adalah Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah 
kabupaten Bojonegoro dalam perubahan APBD 2008 telah mengambil 
langkah untuk melakukan pinjaman daerah guna menutup defisit APBD yang 
sangat besar, yaitu sekitar Rp. 138.000.000.000.000. Defisit APBD tahun 
anggaran 2008 disebabkan karena pada awal tahun 2008 kabupaten 
Bojonegoro dilanda bencana banjir yang mengakibatkan rusaknya sarana dan 
prasarana vital yang ada dan kebutuhan ekspansi perekonomian daerah dalam 
rangka menyongsong era industrilisasi migas. Ini alasan/pertimbangan 
materiel yang mendorong dilakukannya pinjaman daerah. Namun demikian, 
tentunya perlu dikaji bagaimana prosedur yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan secara konsisten telah dipenuhi dalam praktek oleh 
pejabat administrasi Negara dan diperlukan pengkajian tentang 




                                                          
3 http://djkd.kemendagri.go.id yang menampilkan surat nomor :580/823/KEUDA tanggal 12 Juni 2013 
tentang pemutakhiran Data Pinjaman Daerah bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Pinjman Daerah – 
berikut lampiran. 
B. Permasalahan 
Dari latar belakang, penulis merusumuskan permasalahan yaitu : 
1. Bagaimana implementasi pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 2005 
Tentang Pinjaman Daerah terkait  proses dan prosedur pinjaman daerah 
yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan bagaimana bentuk 
konkrit perikatan dalam pinjaman daerah? 
2. Bagaimana pengelolaan pinjaman daerah yang dilakukan Pemerintah 
Kabupaten Bojonegoro serta bagaimana pula tahapan pemenuhan 
kewajiban pembayaran baik pokok maupun bunga pinjaman, khususnya 
terkait dengan batasan masa jabatan bupati?  
 
C. Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan 
Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan 
yuridis sosiologis. Dimana penelitian ini melihat efektifitas hukum yang 
terdapat di dalam masyarakat yang disesuaikan dengan peraturan 
perundang-undangan ataupun peraturan daerah yang ada
4
 . Untuk 
memperoleh data, penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait 
yaitu pemerintah kabupaten Bojonegoro untuk menjawab masalah 
tentang  pengelolaan pinjaman daerah. Pendekatan ini mengkaji hukum 
positif, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-
Undang 33 Nomor Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 
Tahun 2005 
2. Lokasi Penelitian 
 Penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Bojonegoro tepatnya 
di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Badan 
Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah ( BPKKD) kabupaten 
Bojonegoro  
3. Jenis Data  
a. Data Primer 
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan ketiga , Jakarta ,UI Press, 1986, hlm 
6. 
Data primer adalah data dan informasi yang diperoleh atau 
diterima dari hasil penelitian atau narasumber dengan melakukan 
studi di lapangan.
5
  Data yang diperoleh langsung dari subjek 
penelitian berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan informan 
yang dianggap penulis, orang yang mengerti tentang isi 
permasalahan tentang pinjaman daerah 
b. Data sekunder 
Data sekunder diperoleh dari data kepustakaan berupa buku, 
literatur, jurnal, internet, Pusat Dokumentasi dan Ilmu Hukum 
(PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan 
Universitas Brawijaya, Perpustakaan Umum Kota Malang serta 
Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian melalui studi 
pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis sesuai 
dengan permasalahan yang akan diteliti. 
4 Sumber Data  
a.Data Primer 
Data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan 
melalui wawancara dengan narasumber Badan Pengelolaan 
Keuangan Dan Kekayaan Daerah (BPKKD) dan Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten Bojonegoro, mengenai mekanisme pengelolaan 
pinjaman daerah 
b. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. 
Data sekunder antara lain mencakup peraturan perundang-undangan, 
dokumen-dokumen resmi, buku,-buku, hasil-hasil penelitian yang 
berwujud laporan dan sebagainya. 
5. Populasi/Sampling 
a. Populasi 
 Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten Bojonegoro, Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Bupati 
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 P. Joko, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta, Rineke Cipta, 1997, hlm34  
Kabupaten Bojonegoro dan beberapa staf di instansi pemerintahan 
daerah.  
b. Sampel 
  Sampel adalah bagian yang lebih kecil dari sebuah populasi
6
. 
Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 
purposive sampling, yaitu dengan cara mengambil subjek didasarkan 
pada tujuan dan syarat-syarat tertentu, dengan kata lain sampel yang 
dipilih berdasarkan pertimbangan atau penilaian subyektif dari 
penelitian.
7
 Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
1. Data Primer menggunakan wawancara dan observasi 
2. Data Sekunder menggunakan studi pustaka dan studi dokumentasi 
7. Teknik Analisis Data 
Teknik menganalisis data yang digunakan dalam penulisan 
penelitian ini adalah analisis deskrptif kualitatif. Sifat analisis deskriptif 
maksudnya adalah dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan 
gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana 
hasil penelitian yang dilakukannya.  
Metode deskriptif kualitatif merupakan metode analisa data dengan 
cara memaparkan semua data, baik yang berupa data primer dan data 
sekunder yang telah diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan teori 
dan peraturan yang berlaku dan akhirnya dibentuk kesimpulan.
8
 
8. Definisi Operasional 
Definisi operasional berisikan istilah-istilah yang digunakan dalam 
penulisan skripsi ini. 
 
D. Pembahasan 
1. Kajian Umum tentang Implementasi 
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9
Definisi implementasi mengalami perubahan seiring dengan 
perkembangan studi implementasi itu sendiri. Pressman dan Wilavsky sebagai 
pelopor studi implementasi memberikan definisi sesuai dengan dekadenya. 
Pemahaman dua sarjana tersebut tentang implementasi masih banyak 
terpengaruh oleh paradigma dikhotomi politik-administrasi. Menurut mereka, 
implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut : untuk 
menjalankan kebijakan (to carry out), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana 
dinyatakan dalam dokumen kebijakan (to fulfill), untuk menghasilkan output 
sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (to produce), untuk 
menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (to 
complete).  Selama ini implementasi terkesan hanya mengesekusi kebijakan 
yang sudah ada. Proses implementasi yang demikian itu secara garis besar 
hanya menekankan pada tujuan yang akan dicapai. Sedangkan mekanisme 
pencapaian tujuan tersebut yang terjadi dalam kelompok sasaran kurang 
mendapat perhatian.  
  Pengertian Implementasi yang lain dapat dilihat dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. 
Dalam pengertian implementasi hukum adalah suatu pelaksanaan atau 
penerapan dan norma – norma hukum yang sesuai dengan asas dan tujuan dari 
norma hukum itu sendiri.
10
 
2. Gambaran Umum kabupaten Bojonegoro 
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GAVA MEDIA, Yogyakarta, 2012, hlm 20 
10
 Dessy Purnawati 2006, Implementasi Pasal 234 KUHD Tentang Asas Subrogasi Atas 
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 Kabupaten Bojonegoro memiliki luas sejumlah 230.706 Ha, dengan 
jumlah penduduk sebesar 1.176.386 jiwa merupakan bagian dari 
wilayah propinsi Jawa Timur dengan jarak ± 110 Km dari ibukota 
Propinsi Jawa Timur. Topografi Kabupaten Bojonegoro menunjukkan 
bahwa di sepanjang daerah aliran sungai Bengawan Solo merupakan 
daerah dataran rendah, sedangkan di bagian Selatan merupakan dataran 
tinggi disepanjang kawasan Gunung Pandan, Kramat dan Gajah.  
Batas Wilayah 
 Utara  : berbatasan dengan Kabupaten Tuban 
 Timur  : berbatasan dengan Kabupaten Lamongan 
 Selatan  : berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Nganjuk dan  
  Jombang 
 Barat  : berbatasan dengan Kabupaten Ngawi dan Blora (Jawa  
  Tengah) 
 
3. Postur APBD Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2008 Saat 
Melakukan Pinjaman Daerah 
 Sekalipun secara normatif telah ada ketentuan tentang Rasio 
Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman (Debt Service Coverage 
Ratio atau disingkat DSCR) sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1) 
huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, namun DSCR 
adalah hitungan tehnis matematis yang lebih dipahami oleh para ahli di 
bidang ekonomi dan keuangan, sehingga yang perlu ditelaah adalah dari 
kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam 
memproyeksikan potensi APBD untuk kurun waktu sekian tahun 
kedepan. Apakah benar bahwa dalam masa pembayaran hutang pokok 
dan bunga mendatang dapat dilakukan tanpa terlalu membebani APBD 
untuk melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada 
tahun yang berkenaan, dalam arti keputusan untuk melakukan pinjaman 
itu merupakan keputusan yang benar ?. Ataukah sebaliknya, keputusan 
itu salah dan menimbulkan resiko beban yang lebih besar, ketika saat 
mulai melakukan pembayaran hutang pokok dan bunga karena ternyata 
APBD tidak tumbuh seperti yang diharapkan?.  
 Untuk mengkaji hal tersebut, perlu diperbandingkan APBD tahun 
2007 (ketika belum ada pinjaman), tahun 2008 (saat melakukan 
pinjaman) dan proyeksi tahun 2009 (saat harus mulai melakukan 
pembayaran hutang pokok dan bunga). Dari data dibawah ini, kiranya 
dapat digambarkan hal tersebut : 
  Tabel 1 : 




























Jumlah 712.929.003.850,00 882.347.658.448,93 947.009.197.825,85 
Sumber : data sekunder, diolah, 2013 
Apabila APBD tahun 2008 dibandingkan tahun 2007 ternyata 
tumbuh  23,76 % (persen) maka keputusan untuk melakukan pinjaman 
daerah pada tahun 2008 tersebut secara logika telah tepat. Namun 
apabila akhirnya diproyeksikan pada tahun 2009 akan mampu 
memenuhi kewajiban membayar hutang pokok dan bunga karena 
dibandingkan tahun 2008 ternyata tahun 2009 APBD hanya tumbuh 
6,82 % (enam koma delapan puluh dua persen), maka keputusan 
tersebut secara materiil adalah mengandung resiko, karena beban pokok 
hutang dan bunga akan memberatkan APBD. Terlebih salah satu alasan 
yang diungkapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk 
melakukan pinjaman daerah tersebut adalah adanya proyeksi 
pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) migas (dalam kelompok Dana 
Perimbangan) ternyata baru mulai Tahun 2010. 
  Kajian dokumen selanjutnya menunjukkan bahwa ternyata 
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama DPRD telah mengambil 
kebijakan defisit anggaran dan mencantumkan Penerimaan Pinjaman 
pada sisi Penerimaan Pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2008. 
Dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro 
Nomor 1 Tahun 2008 pada tanggal 26 Maret 2008 dan diundangkan 
dalam Lembaran Daerah Nomor 1 tahun 2008 pada tanggal 26 Maret 
2008. Ini berarti kebijakan politis untuk melakukan pinjaman daerah 
guna menutup defisit telah dimulai sejak pembahasan Rancangan 
APBD Tahun 2008 yang akhirnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah 
tentang APBD Tahun Anggaran 2008 melalui persetujuan bersama 
Bupati dengan DPRD 
   Tabel : 2 
   APBD Tahun Anggaran 2008 sebelum Perubahan 
KELOMPOK JUMLAH 
Pendapatan terdiri dari : 
 PAD 
 Dana Perimbangan 







Pembiayaan Daerah : 
 Penerimaan Pembiayaan : 
 SILPA 
 Pencairan Dana Cadangan 
 Hasil penjualan kekayaan daerah dipisahkan 
 Penerimaan Pinjaman Daerah 
 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 
 Penerimaan Piutang Daerah 
 Pengeluaran Pembiayaan : 
 Pembentukan Dana Cadangan 
 Penyertaan Modal (investasi) Pemda 
 Pembayaran pokok hutang 
 Pemberian Pinjaman Daerah 















Sumber: data sekunder, diolah, 2013  
Setelah ditetapkannya Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang APBD 
Tahun Anggaran 2008, maka dimulailah proses pengajuan pinjaman 
daerah yang dimulai bulan Agustus 2008 dan berlangsung sampai 
dengan Oktober 2008. 
 
4. Proses Dan Prosedur Pinjaman Daerah 
Adapun prosedur Pinjaman Jangka Menengah menurut pasal 19 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 adalah sebagai berikut : 
a. Pemerintah Daerah wajib melaporkan rencana pinjaman yang 
bersumber selain dari Pemerintah kepada Menteri Dalam Negeri untuk 
mendapatkan pertimbangan dengan menyampaikan sekurang-
kurangnya dokumen sebagai berikut : 
1) Kerangka acuan proyek; 
2) APBD tahun bersangkutan; 
3) Perhitungan tentang kemampuan daerah dalam memenuhi 
kewajiban pembayaran kembali pinjaman (proyeksi DSCR); 
4) Rencana keuangan (financing plan) pinjaman yang akan diusulkan; 
5) Surat persetujuan DPRD. 
b. Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemantauan defisit dan batas 
kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah; 
c. Dalam hal Menteri Dalam Negeri telah memberikan pertimbangan, 
Pemerintah Daerah mengajukan usulan Pinjaman Daerah kepada 
calon pemberi pinjaman sesuai dengan pertimbangan Menteri Dalam 
Negeri tersebut. 
d. Pemerintah Daerah mengajukan usulan pinjaman daerah kepada calon 
pemberi pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
e. Calon pemberi Pinjaman Daerah melakukan penilaian atas usulan 
Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
f. Pinjaman Daerah yang bersumber selain dari Pemerintah dituangkan 
dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah 
dan pemberi pinjaman. 
g. Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib 
dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. 
 Setelah ditetapkan penerimaan pinjaman dalam Perda Nomor 1 
Tahun 2008 tentang APBD Tahun 2008, maka tahapan proses 
pinjaman daerah yang dilakukan pemerintah kabupaten Bojonegoro 
adalah : 
a. Mengajukan permohonan persetujuan melampaui batas maksimal 
defisit APBD tahun 2008 melalui surat Bupati Nomor : 
541/1952/201.412/2008 tanggal 28 Juli 2008 kepada Menteri 
Keuangan. 
b. Jawaban Menteri Keuangan (ditandatangani Direktur Jenderal 
Perimbangan Keuangan) Nomor : S-232/MK.7/2008 tanggal 14 
Oktober 2008 perihal persetujuan melampaui batas maksimal defisit 
APBD tahun 2008, yang pada intinya dapat disetujui rencana defisit 
APBD Kabupaten Bojonegoro yang melebihi 3 % dari perkiraan 
Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.07/207. 
c. Pada tanggal 22 September 2008 melalui Surat Nomor : 
9102459/201.412/2008, Bupati mengajukan Persetujuan Pengajuan 
Pinjaman kepada DPRD. 
d. Tanggal 30 Okrober 2008 melalui Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 
09 Tahun 2008, maka DPRD memberikan persetujuan, termasuk nilai 
total pinjaman dan jangka waktu pembayaran pinjaman. 
e. Pada tanggal 31 Oktober 2008, Bupati mengajukan kepada Menteri 
Dalam Negeri melalui surat Nomor : 900/1168/412.13/2008 perihal 
Permohonan Pertimbangan Atas Rencana Pinjaman Jangka 
Menengah, dengan melampirkan : 
(1) Kerangka acuan proyek 
(2) Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 
(3) Perhitungan DSCR 
(4) Rencana Keuangan 
(5) Persetujuan DPRD 
f. Pada tanggal 15 Desember 2008, Menteri Dalam Negeri telah 
memberikan pertimbangan melalui surat Nomor : 580/1066/BAKD 
perihal Pertimbangan Usulan Pinjaman Daerah. 
 
5. Bentuk Konkrit Perikatan Dalam Pinjaman Daerah 
Sebagai tindak lanjut Nota Kesepakatan Antara Pejabat 
Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan Pemerintah 
Kabupaten Bojonegoro tanggal 12 September 2008, maka dibuatlah 
Perjanjian Kredit secara Notariel antara Bupati Bojonegoro (selaku 
Pihak Pertama/Debitur) dengan Bank Jatim (selaku Pihak 
Kedua/Kreditur) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit 
Nomor : 195/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008. Dalam perjanjian 
tersebut secara jelas disebutkan bahwa Pihak Pertama/Debitur 
melakukan perjanjian tersebut dalam kedudukan dan jabatannya 
sebagai Bupati Bojonegoro sebagaimana tertuang dalam Surat 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-87 Tahun 2008 
tentang Pengesahan, Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan 
Bupati Bojonegoro Propinsi Jawa Timur Tanggal 26 Pebruari 2008. 
Jadi dalam perikatan perjanjian notariel tersebut sudah jelas bahwa 
Pihak Pertama/Debitur bertindak dalam kedudukannya sebagai pejabat 
publik yang melaksanakan tindakan hukum keperdataan.   
  Kesepakatan para Pihak dalam Akta Perjanjian Notariel tersebut 
antara lain menyangkut tentang : 
a. Jangka waktu selama 48 bulan terhitung mulai tanggal 23 Desember 
2008 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012. Hal ini berarti bahwa 
mulai Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2012, 
maka APBD Kabupaten Bojonegoro wajib menganggarkan 
pembayaran pinjaman pokok dan bunga secara berturut-turut (pasal 4 
Perjanjian Notariel). 
b. Adanya sanksi bunga tambahan (overdue interest) sebesar 50 % dari 
suku bunga yang berlaku dihitung secara harian dari angsuran pokok 
dan bunga, apabila peminjam lalai (pasal 6 Perjanjian Notariel). 
c. Adanya jaminan dari peminjam untuk menerbitkan Surat Perintah 
Pencairan Dana (SP2D) giro sesuai dengan jadual angsuran 
pembayaran pokok dan bunga sebagaimana yang telah disepakati. 
d. Adanya kesanggupan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 
(sebagaimana keterangan Pihak Pertama/Debitur) untuk 
menganggarkan pembayaran pokok pinjaman dan bunga dalam APBD 
tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 sesuai 
Surat Persetujuan DPRD Kabupaten Bojonegoro.  
6. Pengelolaan Pinjaman Daerah 
 Berdasarkan Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari Bank Jatim 
Nomor : 046/857/Krd/KMKorp tanggal 22 Desember 2008 yang 
ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Up Bupati 
Bojonegoro maka jenis kredit atau pinjaman yang disetujui oleh pihak 
Bank Jatim adalah Kredit Modal Kerja dalam bentuk angsuran.  
 Salah satu sisi positif bentuk Kredit Modal Kerja adalah bahwa 
bunga dihitung hanya dari jumlah kredit yang ditarik dan perhitungan 
bunga kredit dihitung secara harian yang dihitung dari baku debet 
pokok dengan suku bunga yang berlaku. Ini berarti Pemerintah 
Kabupaten Bojonegoro harus berhitung dengan cermat dan seksama : 
berapa nilai pinjaman yang ditarik pada periode tertentu sesuai 
kebutuhan dan tidak sekaligus karena beban bunga akan memperberat 
APBD tahun berjalan maupun tahun berikutnya. 
 
7. Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pinjaman Pokok dan 
Bunga terkait Masa Jabatan Bupati 
  Dalam kajian dokumen, maka pembayaran pinjaman dimulai pada 
tahun anggaran 2009 dan berakhir pada tahun anggaran 20012 
sebagaimana tertuang dalam : 
1. Permohonan Pinjaman Daerah dari Bupati kepada PT Bank Jatim 
sebagaimana tertuang dalam surat nomor : 900/122/412.13/2008 
tanggal 11 Agustus 2008 pada alinea kedua menyebutkan : “Pinjaman 
tersebut diatas pelunasannya dibebankan dalam APBD Kabupaten 
Bojonegoro Tahun Anggaran 2009, 2010, 2011 dan 2012 atau dengan 
jangka waktu 4 (empat) tahun”. 
2. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 09 Tahun 2008 tentang 
Persetujuan Pinjaman Daerah pada Bank Jatim Kabupaten Bojonegoro 
pada dictum kedua Keputusan yang menyebutkan : “Dengan 
Keputusan ini disetujui Pinjaman Daerah pada Bank Jatim Bojonegoro 
sebesar Rp. 111.300.000.000,- (seratus sebelas milyar tiga ratus juta 
rupiah) delam jangka waktu pembayaran selama 4 tahun yaitu 
Desember 2008 sampai dengan Desember 2012 melalui APBD 
Kabupaten Bojonegoro dan SILPA”. 
3. Nota Kesepakatan Antara Pejabat Departemen Dalam Negeri, 
Departemen Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 
tentang Besaran Defisit APBD dan Maksimal Pinjaman Daerah 
Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 September 
20008 pada alinea penutup menyebutkan :  “ Demikian kesepakatan 
rapat ini dibuat sebagai dasar bagi Menteri Dalam Negeri memberikan 
pertimbangan kepada Menteri Keuangan untuk persetujuan 
pelampauan batas defisit Perubahan APBD Kabupaten Bojonegoro 
Tahun Anggaran  2008 selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tahun 
2008 sampai dengan 2012. 
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 580/1066/BAKD tanggal 15 
Desember 2008 tentang Pertimbangan Usulan Pinjaman Daerah, pada 
angka 2 huruf a menyebutkan : “Pembayaran kembali pinjaman 
dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 
2009, Tahun Anggaran 2010, Tahun Anggaran 2011 dan Tahun 
Anggaran 2012”. 
5. Akta Perjanjian Kredit Nomor : 195/XII/2008 tanggal 23 Desember 
2008 Schedule Angsuran Pasal 4 disebutkan : “Pembayaran kembali 
hutang itu, berikut bunga dan lain-lain jumlah yang wajib dibayar oleh 
Peminjam berdasarkan akta ini wajib dilakukan dalam waktu yang 
tidak melebihi ketentuan sebagaimana schedule angsuran yang telah 
disepakati diatas yaitu dengan menganggarkan pembayaran dari pos 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro mulai 
Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2012. 
  Dari kajian seluruh dokumen diatas, baik secara politis 
(persetujuan DPRD), secara administratif (surat Bupati dan 
pertimbangan Pemerintah Atasan) maupun secara yuridis (akta 
notariel), jelas sudah membatasi masa pembayaran pinjaman daerah 
yang terjadi pada tahun 2008 tersebut hanya untuk sisa masa jabatan 
Bupati yaitu mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. 
  Bagaimana kepatuhan Pemerintah Kebuapaten Bojonegoro dalam 
menganggarkan pembayaran pokok pinjaman dan bunga mulai Tahun 
Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 dalam APBD ?. 
Dalam tabel-tabel berikut dapat diketahui bahwa pembayaran bunga 
pinjaman dalam Pos Belanja Langsung dan Pembayaran Pokok 
Pinjaman dalam Pos Pengeluaran Pembiayaan adalah berturut-turut 
sebagai berikut : 
  Dari wawancara dengan narasumber dinyatakan bahwa Bupati 
dan DPRD berupaya taat asas dalam memeuhi kewajiban antara lain 
didasarkan pertimbangan : 
1. Sesuai perjanjian notariel, setiap keterlambatan akan dikenakan denda 
sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari suku bunga yang dihitung 
secara harian dari angsuran pokok dan bunga. Hal ini tentu menjadi 
pertimbangan utama, karena beban tambahan denda tersebut berakibat 
penambahan sisi belanja dalam APBD. 
2.  Bupati dan DPRD tidak menginginkan adanya sanksi penundaan 
penyaluran dana perimbangan dari Pemerintah Pusat sebagaimana 
disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. 
3. APBD merupakan dokumen publik. Oleh karena itu, tentu Bupati dan 
DPRD tidak berani mengambil resiko politis berhadapan dengan 
rakyatnya, apabila tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati 
dalam perjanjian pinjaman. 
  Selanjutnya sebagai kelengkapan kajian atas dokumen 
pelaksanaan pinjaman, maka penyusun menemukan satu dokumen 
penting yakni Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008. 
Mengapa dokumen ini penting ? Karena dokumen ini merupakan 
ketetapan yuridis konstitusional atas laporan keuangan tahun 2008 
yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai amanat 
Pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah.  
  Hasil audit BPK yang kemudian ditetapkan dalam Perda Nomor 9 
Tahun 2009 amat jelas menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2008 
(ketika dilakukan akad kredit pinjaman daerah) ternyata masih 
terdapat sisa kas sebesar Rp. 71.826.615.553,43 atau lebih besar pada 
saat penarikan pinjaman pertama kali pada saat yang hampir 
bersamaan (penarikan pinjaman tanggal 23 Desember 2008, sedang 
penutupan kas pada tanggal 31 Desember 2008) sebesar Rp. 
70.000.000.000,00. Dengan demikian dasar/pertimbangan untuk 
melakukan pinjaman daerah karena untuk menutup defisit 
sesungguhnya dapat dikatakan kurang tepat, karena kas masih cukup 
tersedia untuk mencukupi belanja daerah sampai akhir tahun. Dengan 
demikian sesungguhnya bukan untuk menutup defisit, namun lebih 
tepat untuk menjaga “cash flow” kas daerah agar cukup aman sampai 
akhir tahun anggaran.  
 
E. Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan 
1. Prosedur Pinjaman jangka menengah diatur dalam pasal 19 Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005.  
Proses pinjaman jangka menengah yang dilakukan pemerintah 
Kabupaten Bojonegoro diawali dengan Bupati mengajukan 
permohonan persetujuan melampui batas maksimal defisit APBD tahun 
2008 kepada Menteri Keuangan kemudian Bupati mengajukan 
Persetujuan Pengajuan Pinjaman kepada DPRD. Setelah DPRD 
memberikan persetujuan, Bupati mengajukan kepada Menteri Dalam 
Negeri perihal Permohonan Pertimbangan Atas Rencana Pinjaman 
Jangka Menengah dengan melampirkan Kerangka acuan proyek, 
Ringkasan Perubahan APBD Tahun 2008. Perhitungan DSCR, Rencana 
keuangan dan Persetujuan DPRD.  
2. Bentuk konkrit perikatan dalam Pinjaman daerah yaitu dibuatnya  
Perjanjian Kredit secara Notariel antara Bupati Bojonegoro (selaku 
Pihak Pertama/Debitur) dengan Bank Jatim(selaku Pihak 
Kedua/Kreditur) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit nomor : 
195/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008. 
3. Pengelolaan Pinjaman Daerah menggunakan sistem Kredit Modal kerja 
dalam bentuk angsuran yang tahapan pemenuhan kewajiban 
pembayarannya baik pinjaman pokok dan bunga terkait masa jabatan 
Bupati dimulai pada tahun anggaran 2009 dan berakhir pada tahun 
anggaran 2012. 
 Saran 
Proses dan prosedur Pinjaman Daerah yang sedemikian panjang harus 
didasari oleh prinsip kehati-hatian Pemerintah terhadap pengajuan 
pinjaman oleh Pemerintah Daerah mengingat adanya konsekuensi 
beban pokok hutang dan bunga yang harus dipenuhi  pada tahun 
anggaran selanjutnya  
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